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Wardhana, Budhi Suria, “ Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa
Pandemi Covid-19, Jurnal Iimu Kepolisian, Volume 14 Nomor 2
Agustus 2020

Wijayanto, Indung, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem
Pemidanaan Indonesia”, Jurnal Pandecta, Volume 10. Nomor 2.
December 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-

DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi
Barang Kebutuhan Pokok.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius

akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar
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Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.! Virus yang diberi
nama oleh World Health Organization (WHO) sebagai Coronavirus
Deseas (Covid-19) telah menyebarluas dan menginfeksi banyak orang di
hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun
obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan.
Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya
menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global.
Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang
terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir
semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. 2 Banyak negara
telah menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya
menimbulkan inflasi besar-besaran di semua lini. Dampak lebih lanjut
akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulithnya ekonomi masyarakat
yang tidak jarang kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran
ekonomi baik secara individu bahkan secara masal guna memenuhi
kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang masih belum terhenti.
Indonesia sebagai salah satu negara terdampak Vovid-19 juga
tidak terkecuali mengalami persoalan-persoalan tersebut dan salah satu
diantaranya adalah dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu
banyaknya produk dan kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini justru

membuat sebagain orang menjadi panic buying, menimbun barang untuk

! Adityo Susilo, “Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal
Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 45.

2 Mohammad Faisal Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa
Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, Jurnal
Hukum, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020, hal.3
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keperluan pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain
sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat
sehingga mengakibatkan  banyak masyarakat yang merasa
membutuhkannya namun tidak dapat tercukupi karena kelangkaan barang
yang ada.®

Di antara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat
dibutuhkan masyarakat terutama tenaga medis adalah Alat Pelindung Diri
(APD) yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi
seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari
potensi bahaya. Jenis APD antara lain adalah penutup kepala, kacamata
khusus, pelindung wajah, masker, sarung tangan, jas lab atau apron,
pelindung kaki, dan coverall. Masa pandemi Covid-19, di antara APD
yang mengalami kelangkaan ketersediaan barang dan harga yang tinggi
akibat penimbunan oleh pihak tertentu, ialah masker, handsanitizer, dan
alat kelengkapan medis lainnya. Hal ini jelas saja berdampak serius,
karena barang-barang yang termasuk APD ini pada masa pandemi bukan
hanya dibutuhkan tenaga medis yang bertugas langsung dalam
penanggulangan pasien Covid-19 sebagai orang paling retan terinfeksi,

melainkan juga masyarakat umum.®> Minim dan mahalnya harga APD

® Ibid, hal.4.

4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

® Suara.Com, “Pandemi Covid-19: Jumlah APD Kurang, Tenaga Medis Rentan
Terserang”, https://www.suara.com, diakses Senin, 25 Januari 2021 Pukul 21.00 Wib.
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membuat sejumlah rumah sakit atau petugas medis lainnya sulit untuk
dapat menjalankan tugasnya.®

Kepolisian Republik Indonesia mengungkap 33 kasus penimbunan

obat terkait terapi Covid-19, penjualan obat di atas harga eceran

tertinggi (HET), dan tabung oksigen palsu. Dari kasus yang
ditangan ada 37 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian

Republik Indonesia mengerahkan tim gabungan Bareskrim dan

Polda jajaran dalam pengungkapan kasus ini, termasuk bekerja

sama dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM), dan Bea Cukai. Para tersangka ini melakukan

tindak pidana berbeda-beda. Misalnya, menimbun obat terapi

Covid-19 dan ada yang mengedarkan hingga mengubah tabung

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menjadi tabung oksigen. Ada

yang jual di atas harga yang ditetapkan kemudian ada yang timbun

atau simpan dengan tujuan tertentu.’

Menjalarnya virus corona telah menyebabkan kepanikan di
kalangan masyarakat Indonesia. Kasus kematian yang cukup tinggi
disebabkan oleh wabah tersebut, dimanfaatkan oleh sekelompok oknum
yang tidak memiliki rasa empati terhadap sesama kalangan masyarakat.
Penimbunan alat kesehatan seperti masker yang dilakukan oleh
sekelompok oknum menyebabkan harga masker melambung tinggi.
Perkembangan ekonomi yang semakin maju membuat para oknum
melakukan tindakan kejahatan dengan menghalalkan segala cara agar
mendapatkan keuntungan yang berlimpah.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan menyatakan bahwa :

® VOA Indonesia, “Stok APD Langka, Pekerja Medis di Sejumlah Daerah Pakai
Jas Hujan”, https://www.voaindonesia.com, diakses Senin, 25 Januari 2021 Pukul 21.00
Wib.

M. Risman “Polisi Tetapkan 37 Tersangka Kasus Penimbunan Obat Terapi
Covid-19” https://telisik.id/news, diakses Kamis, 28 Oktober 2021 Pukul 21.00 Wib
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(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada
saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan
waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan
Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Presiden.

Secara garis besar undang-undang tersebut mengisyaratakan
bahwa setiap individu atau kelompok harus mementingkan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan bagi masyarakat Indonesia, tanpa menderogasi atau menimbun
barang dalam keadaan genting.®

Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting menegaskan bahwa jenis barang kebutuhan pokok dan/atau
barang penting dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri Perdagangan
setelah berkoordinasi dengan menteri/lkepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait. Dengan demikian, alat kesehatan seperti masket
dan APD vyang sedang dibutuhkan masyarakat guna mencegah
penyebaran penyakit menular seperti virus corona, dapat ditetapkan

sebagai barang pokok dan barang penting berdasarkan usulan Menteri

Perdagangan. Akibatnya, alat kesehatan tersebut tidak boleh ditimbun,

8 Aji Yunus, “Prinsip Keadilan”, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 Tahun
2020, h.77.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55c17e6bb0e93/peraturan-presiden-nomor-71-tahun-2015#dokumen
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55c17e6bb0e93/peraturan-presiden-nomor-71-tahun-2015#dokumen
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55c17e6bb0e93/peraturan-presiden-nomor-71-tahun-2015#dokumen
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terlebih saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu
lintas perdagangan masker tersebut.

Pelaku usaha wajib memperhatikan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa “Pelaku Usaha yang
menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam
jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak
harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah”).

Prakteknya dalam masyarakat masih sering didapati kasus-kasus
penimbunan alat-alat kesehatan pada masa pandemik. Tindakan
penimbunan alat-alat kesehatan merupakan tindak pidana ekonomi yaitu
suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan
salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan
negara.’

Polri dalam pelaksanaan tugas guna mendukung penerapan
protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya
situasi kamtibmas yang kondusif, maka harus melakukan penegakan
hukum terhadap oknum yang melakukan penimbunan alat kesehatan.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas

° Ibid.
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dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Polri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri
menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.'® Secara eksplisit, pernyataan ini kembali
ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam
konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan Kketertiban
masyarakat, dimana istilah ini mengandung dua pengertian yaitu :

1. Sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu
prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai
tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,
ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman.

2. Keamanan sebagai kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat. **

Peran Polri dalam masa pandemi Covid-19 mengemban fungsi
penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No.
Mak/2/111/2020 Tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam

Penanganan Virus Corona. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri

1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

! Hermawan Sulistyo, et.al., Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil
Society: Policy Paper, Pensil, Jakarta, 2009, h. 79.
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mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19
dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan
kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus
pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti street crime,
perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan
kejahatan siber.*® Polri dalam rangka mendukung aspek penindakan,
menggelar operasi Kontinjensi Aman Nusa Il 2020.*® Satgas ini memiliki
beberapa subsatgas yaitu :

1. Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan
konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak
pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan).

2. Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak
penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak
pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, Alat Pelindung
Diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau
alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.

3. Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap Provokator
dan penyebaran hoaks terkait penanganan Covid-19. **

Polri dalam tindakan penegakan hukum, ada lima kategori utama
yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi yaitu :

1. Menegakkan penerapan karantina secara tegas;

2. Melindungi tenaga medis;

3. Menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat
palsu;

4. Mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial,

2 https://www.cnbcindonesia.com, “Maklumat Polri Untuk Penegakan Hukum
PSBB”, diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

3 https://www.beritasatu.com, “Polri Tegaskan Seluruh Polda Bantu Pemda
Terapkan PSBB”, diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

14 https://www.cnnindonesia.com,  “Polri Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan
Pemerintah Soal Corona”, diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.


https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb
https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb
https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona
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5. Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan
jalanan.®

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu
melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-
19 (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 ?

2. Bagaimanakah bentuk dan modus operandi tindak pidana
penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian
Resort Simalungun ?

3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam

pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana

penimbunan alat kesehatan dalam pandemi virus corona.

!> Budhi Suria Wardhana, “ Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi
Covid-19, Jurnal llmu Kepolisian, Volume 14 Nomor 2 Agustus 2020, hal.6.
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2. Untuk mengetahui bentuk dan modus operandi tindak pidana
penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian
Resort Simalungun.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian dalam penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan

dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk
menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum, khususnya hukum pidana tentang upaya Kepolisian dalam
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat
kesehatan dalam pandemi Covid-19.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-
jawaban atas persoalan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam
pandemi Covid-19 serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa,
mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak
permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk
menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi
pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

E. Keaslian Penelitian
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Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di
perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa
penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-19 (Studi Di Kepolisian
Resort Simalungun)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan
perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian
tentang tindak pidana terorisme tapi jelas berbeda sehingga penelitian ini
adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional,
obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran
yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan
masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana
penimbunan alat kesehatan seperti :

1. Tesis Bagas Bima Sakti Bahari, NIM : 5116500037, Program Magister
llImu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018, yang
berjudul “Implementasi Ketentuan Pidana Tentang Pelipatgandaan
Harga Hand Sanitizer Pada Saat Bencana Covid-19”. Rumusan
masalah dalam tesis tersebut adalah:

a. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif Indonesia terhadap
tindak pidana pelipatgandaan harga barang penting berupa hand
sanitizer ?

b. Bagaimana implementasi ketentuan pidana tentang pelipatgandaan

harga barang penting berupa hand sanitizer ?
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c. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tentang
pelipatgandaan harga barang penting berupa hand sanitizer ?

Tesis Richard Tulus, NIM : 150200104, Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro Semarang, Tahun 2018yang berjudul “Rekonstruksi

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan

Pangan”. Permasalahan dalam tesis ini adalah:

a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan
tindak pidana penimbunan pangan berdasarkan ketentuan hukum
positif ?

b. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya
penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan pada masa
akan datang ?

Tesis Syamsul Fahmi, NIM : 1610012111056, Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta Padang, Tahun 2020, yang berjudul “ Peran

Kepolisian Resort Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Penimbunan

Barang Kebutuhan Pokok Yang Dibutuhkan Masyarakat (Masker dan

handsanitazer)”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan barang
kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat (masker dan
handsanitazer) ?.

b. Bagaimana upaya yang digunakan Kepolisian Resort Kota Padang
untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan barang (masker

dan handsanitizer) di Kota Padang?
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c. Apakah hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Kota Padang untuk
menanggulangi tindak pidana penimbunan barang pokok (masker
dan handsanitizer)?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan
tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana kekerasan
yang mengakibatkan kematian, sehingga permasalahan yang diteliti tidak
sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi subtansi maupun

dari segi permasalahan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk
membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan
filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai
kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan
demikian dapat merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.®
Kerangka teori meletakkan landasan dan bahan kerangka berfikir guna
menganalisis dan menjawab permasalahan pada identifikasi masalah.
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat
teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan
perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian *’

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

!¢ satjipto Raharjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.254.
Y\, Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.23.



26

a. Teori penegakan hukum.
UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini
berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang
demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan
kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan
berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak absolutisme
(kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi
harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut.
Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-
undangan.*®
Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara
yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :
1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat)

2) Sistem konstitusional

3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)

4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)

'8 €.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2000, halaman 90
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6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara
tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.*®

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui
perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui
landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal
sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil
simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966
di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat
negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat
bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan
lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat
aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”,*°

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara
hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

1) Menjunjung tinggi hukum

2) Adanya pembagian kekuasaan

3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta

remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.?*

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara

hukum (rechtstaat) adalah :

¥ YUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara
lengkap g)ertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halman 67-69

2 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar Grafika,
Jakarta, 1991, halaman 2

L C.S.T Kansil, Op.Cit, halaman 91.
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1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/
legalitas

2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)

3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara,
menjamin perlindungan HAM

4) Adanya Peradilan Administrasi®

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-
dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam
aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum,
produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law
enforcement.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000
serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) memiliki agenda diantaranya :

1. Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (legislation reform)

2. Reformasi Peradilan (judicial reform)

3. Reformasi aparatur penegak hukum (enforcement apparatur reform)

4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (urgent 7
strategic enforcement action)

5. Menumbuhkan budaya taat hukum (legal culture reform)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk
mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan
keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi

2 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,

Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 24
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haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh
masyarakat.??

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-
kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan pergaulan  hidup?*. Penegakan hukum tidak bisa
terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa
khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan
merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh
ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan
penyitaan.®

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak
ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam
sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)
konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai

universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu

waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan

%3 |bid, halaman 55

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 5

* Ibid, hal. 7
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3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola
perilaku yang baru.?

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement,
merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang balik,
guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan
masyarakat dan kepentingan pribadi?’. Kepentingan tersebut terlindungi
apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan
dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi
mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan
hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses
pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law
illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement
process)®.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana
Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini
adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan
dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.?

% C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1992, halaman 12

" Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003,
halaman 123

?% Ibid

# Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, halaman 55
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Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum
dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan
pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum
preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga
agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan
hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak
hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif
adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam
usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada
tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem
penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan
oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang
mempunyai aturannya masing-masing.*

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa
hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan
tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu
kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus
dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.*!

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling
berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum,

serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

% |pid, halaman 77
*Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2002, halaman 5
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1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang
beserta peraturan pelaksanaannya
2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan

hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum

4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu
diterapkan

5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari
manusia dalam kehidupannya.®

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai
tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang
dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum
menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus
selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “fiat
justicia et pereat mundus” ( meskipun langit runtuh hukum harus
ditegakkan).*

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh
dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum
yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan
hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan
kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem
bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk

penegakan hukum.

%2 Sperjono Soekanto, Op. Cit, halaman 3
*335udikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1993, halaman 1
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b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah
konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggung
jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan
suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan
hukum.** Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang
membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan
subyek kewajiban hukum adalah sama. “Teori tradisional, ada dua jenis
tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on
fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility)”.*®
Tanggungjawab mutlak yaitu “suatu perbuatan menimbulkan akibat yang
dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu
hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara

» 36

keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya”.

“Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan
efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan inividu telah
diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak
adalah tidak relevan”.*” Teknik hukum terkini menghendaki suatu

pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan

% Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 52.

% Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,
Konstitusi Press, Jakarta, 2016, h.61

*|smu Gunadi, Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014,
h.46.

¥Teguh Prasetyo dan Abdul Halamanim Barkatullah, Politk Hukum Pidana:
Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015,
h.81.
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dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika
tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak
diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. “Suatu cita/ide keadilan
individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada
tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di
antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain
dengan perbuatannya itu”.*®

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena
akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang
jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut
hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat
secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat
oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah
dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut
terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.*®

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan
delik dengan kualifikasi psikologis. Keadaan jiwa tertentu dari si penjahat,
yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang
membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik.
Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih

luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap

delik dengan  kualifikasi  psikologis inilah  disebut  dengan

% Mahrus Ali, Op.Cit, h. 75.
%9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 28.
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pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault
atau culpability).*

Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang
dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau
kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah “suatu delik
omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan Ilebih
merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability”.**

c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan
hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada
khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk
menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh
hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam
bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari
hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan

itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

4% Mahrus Ali, Op Cit., h.77.
“bid, h.83.
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Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori

pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Conviction-in Time.

Sistem pembuktian conviction-in  time menentukan salah
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh
penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi
masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan
disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam
sidang pengadilan.

Conviction-Raisonee.

Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan
“alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-
putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan
(reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan
yang dapat diterima oleh akal (reasonable).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief
wettelijke stelsel).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-
alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk
membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata
digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya
syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang,
sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa
mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin
atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi
masalah.

Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief
wettelijke stelsel).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-
undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut
keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur
objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya
terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur
tersebut.*?

42Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,

2014. h.39.
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2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah “suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang
dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk
keperluan analitis”.*®> Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil
pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih
konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.
Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang
dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang
akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses
penelitian, oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan maka perlu
disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam
penelitian ini yaitu :

a. Upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu
maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.** Dalam
hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu usaha kepolisian dalam
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat
kesehatan pada masa covid-19.

b. Kepolisian adalah menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

“3Soerjono  Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

“ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,
Jakarta, 2012, h.317.
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c. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial
menjadi kenyataan.*® Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum
adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional,
memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi
yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana
maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya.*®

d. Pelaku atau dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur
delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur
subjetif maupun unsur objektif.*” Menurut P.A.F.Lamintang
menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai
seorang dader atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan
tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah.
Delik-delik formal atau formale sebagai delik-delik yang dirumuskan
secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan
oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu
tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah
pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh

undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang

**Satjipto Rahardjo, Op.Cit, h. 54

“*Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2012, h. 1009.

" Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, h.95.
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sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal
menemukan siapa sebenarnya yang telah melakuka pelanggaran
terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam
undang-undang.*®

e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat
bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian
itu.*

f. Penimbunan adalah pengumpulan atau penyimpanan uang atau
barang dalam jumlah besar kanena khawatir tidak akan dapat
diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.®

g. Alat Kesehatan menurut Peraturan Menteri Keseahatan R.l. no.
220/Men.Kes/Per/1X/2016 adalah barang, instrumen aparat atau alat
termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi,

dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perawatan kesehatan,

8 p_A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 2014, h.590.

° Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.59.

0 WJS. Poerwadarminta, Op.Cit, h.439.
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diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit,
kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia.

h. Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara
serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.
Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh
negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang.
Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi,
penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area
geografis tertentu.*

i. Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan salah satupenyakit
menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan
dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2

(SARS-CoV-2).%

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif
yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek
penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,
norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang®. Disebut juga

penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan

! Lina Sayekti, Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan
Kesehatan di Tempat kerja, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020, h. 7

> bid, h.8.

>3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 70
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data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian
hukum yang bersifat kualitatif.

Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian empiris, yaitu
penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data
utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris
digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku
masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu
berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.>* Penelitian
ini disebut sebagai penelitian empiris karena melakukan penelitian untuk
melihat upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi virus corona.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan
menggunakan deskriptif analistis adalah penelitian yang hanya semata-
mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk
mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.>®

Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan
secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,
atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau
frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam
masyarakat.®® Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

*Ibid, h. 75
% Soerjono Soekanto, Op.Cit, h.4
% Kontjaraningrat, Op.Cit, h. 42.
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dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui

penerapannya dalam praktik.>’

Penelitian  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan
mengenai upaya Kepolisian Resort Simalungun dalam penegakan hukum
terhnadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam
pandemi virus corona kemudian dilakukan analisis.

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan ditelit. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis
normatif dan empiris adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
utama seperti penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penimbunan alat kesehatan dalam pandemi virus corona di Kepolisian
Daerah Resort Simalungun merupakan sumber utama dalam penelitian
ini.

2. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang
merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi

terhadap tema yang diangkat yaitu upaya Kepolisian dalam penegakan

>" Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2008, h. 310
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hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan
dalam pandemi virus corona.
Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan
mengikatnya dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan Hukum Primer :
Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan
asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang
Penting, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang,
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-
DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang
Kebutuhan Pokok.

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book),
jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum
yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum,
internet dengan menyebut nama situsnya.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
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seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain
sebagainya.”®

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data
sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan.Teknik untuk
memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,
dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori,
pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan
erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-
lain.

b. Studi lapangan (field research), yaitu menghimpun data dengan
melakukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Resort
Simalungun sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian
ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam
melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data
yang diperlukan untuk mendukung yaitu :

a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan,
teori-teori, buku-buku, hasil penelitian dan dokumen lain yang

berhubungan dengan permasalahan.

%8 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi
Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.
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b. Pedoman wawancara
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur
untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang dibicarakan,
sekaligus menjadi daftar pengecek (checklist) tentang aspek yang
telah dan yang belum dibicarakan. Pada pelaksanaannya, pedoman
wawancara ini tidak digunakan secara kaku sehingga tidak tertutup
kemungkinan bagi peneliti untuk menanyakan hal-hal di luar pedoman
wawancara, supaya data yang dihasilkan lebih lengkap dan bervariasi.
4. Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga
kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

£°° Untuk menemukan teori dari data tersebut maka

substanti
menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.®

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan

persoalan yang menjadi obyek kajian.®* Data yang terkumpul akan

diidentifikasikan kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif

%9 | exy J Moleong, Op.Cit, h. 103

® Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

®* Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 106
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berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan
berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah
diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara
konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menggunakan logika berpikir deduktif,®?

yang menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan
tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi virus

corona di Kepolisian Resort Simalungun .

62 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., h. 14



